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Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 149 huruf e menyebutkan bahwa diberikan
jangka waktu 1 tahun sgjak diundangkan, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika

K otamadya/K abupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus
disesuaikan menjadi Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/
Kotamadya. Pemerintah Kabupaten Bekas dipilih sebagal studi kasus karena Badan Narkotika Kabupaten/
Kotamadya belum vertikal dengan Badan Narkotika Nasional. Teori yang digunakan : 1 Teori Otonomi
Daerah 2 Teori Birokrasi 3 Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi 4 Teori Evaluasi Kebijakan 5
Teori Organized Crime 6 Teori Transnational Organized Crime 7 Teori Metropolitan 8 Teori Kelompok
Kepentingan dan Kelompok Penekan 9 Teori Civil Society. Metode penelitian deskriptif kualitatif.
Kesimpulan : 1 Faktor penyebab Pemerintah Kabupaten Bekasi belum membentuk Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Bekas adalah kurangnya peraturan yang mengikat, tidak ada dukungan dari Bupati
Bekasi, tumbuhnya kelompok-kelompok yang mengarah kepada kelompok kepentingan dan kel ompok
penekan. 2 Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh Pemerintah Kabupaten Bekas
melalui Badan Narkotika Kabupaten Bekasi belum maksimal 3 Badan Narkotika Kabupaten Bekasi hanya
dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi kepadainstansi pemerintah terkait satgas dibidang
ketersediaan program pemberantasan penyal ahgunaan dan peredaran gelap narkoba PAGN . Saran 1 segera
membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekas 2 perubahan kebijakan dari self renewal kepada
kebijakan top-down.

<hr /><i>Law Number 35 of 2009 on narcotics article 149 letter e states that within a period of one year
since was enacted, Narcotics Board Province and Narcotics Board Regency City that established under the
Presidential Regulation Number 83 of 2007, should be adjusted to become National Narcotics Board
Province and National Narcotics Board Regency City. The government of Bekasi Regency was chosen asa
case study because it rsquo s National Narcotics Board Regency City has not been establish under National
Narcotics Board. Theories used 1 Theory of Regional Autonomy 2 Theory of Bureaucracy 3 Theory of
Organizational Change and Development 4 Theory of Policy Evaluation 5 The Organized Crime Theory 6
Transnational Organized Crime 7 Metropolitan Theory 8 Theory of Interest and Pressure Groups 9 Civil
Society Theory. Qualitative descriptive research method has been used. Conclusion 1 The cause of Bekas
Regency has not been establish islacks of regulation binding, the growth of interest and pressure groups 2
Handling of abuse and illicit trafficking in drugs by the Government of Bekasi through Narcotics Board
Bekas Regency not maximized 3 Narcotics Board Bekasi Regency can only provide technical and
administrative support to the relevant government agenciestask force in the field of the availability of a
program to eradicate the abuse and illicit drug trafficking. Suggestion 1 to immediately establish National
Narcotics Board Regency of Bekas 2 change of policy from self renewal to top down policy.</i>
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